
'Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentamg
Pembentukan Provlnsi Irian Jaya Tengah, Frovins!
Irian Jaya Barat, Kabupaten Panla, Kabupaten
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kot~ SorQng
(Lembaran Negata Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3894) sebagalmana telah. diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45
Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian
Jaya Tengah, Provlnsl Irian Jaya Barat, Kabupaten
Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya

-

Menimbang bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daeran Provinsi Papua Barat Nomor 4' Tahun 2011
,tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan
Berrnotor dalam lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat Tahun 2011 Nomor 50, maka untuk
melaksanakan Peraturan Oaerah tersebut pe.r1u
menetapkan ketentuan pelaksanaannya dengan
Peraturan Gubemur Papua Baret;

GUBERNUR PAPUA BARAT,

TEN1ANG

PElAK$ANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
SARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BEA BALI,K

NAMAKENDARAANBERMOTOR

PERATURAN GUSEf:tNUR PAPUA SARAT

NOMOR 973/20002011 TAHUN 2011

GUBERNUR PAPUA BARAT



dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960)
sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 0181PUU-112003;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Undang Nomor 32 Tanun 2004 ,tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun .2008 Nomor 59', Tarnbahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4438);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ,.entang
Lalu Lintas dan AngkutanJatan (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5025);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah (l.embaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundanq-unqanqan
(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2004
Nomor 82, Tambahan LembaranNegara Republik
IndonesiaNomor5234);

7. Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005
tentang PengelolaanKeuanganDaerah (Lembaran
NegaraRepubli'kIndonesiaiahun 2005 Nomer 140,



Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan ,Pemerintah
Daerah KabupatenlKota (Lembaran Negara
Repubtik tndonesla Tahun 2007 Nornor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 rshun 2010,
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
I.ntensifPemungutan Pajak Daerah dan Retribusl
Daerah (Lembaran Negars Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor5161);

10. Peraturan Pernenntah Nomor 91 Tahun 2010.
tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungtlt
berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau
dibayarsendiri olehWajib Pajak (Lernbaran Negars
~epublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indenesia
Nomor5191 );

11. PeraturanMenter! Dalam Negeri Nornor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangart
Daerah sebagaimana telah diubah dengan.
PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan.
Daerah;

12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor .t
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja;
Oinas-dinas' Daerah Provinsi Papua 8araf
(Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun
2009 Nomor34);

13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4
Tahun 2011. tentang Pajak Kendaraan Bermotor
(t.embarsn Daerah Provinsi Papua Barat Jahun,
2011 Nomor50);



Pasal 1
DalamPeraturanGubemur lnl yangdimaksuddengan:
1. DaerahadalahProvinsiPapuaBarat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Pa.pua Barat beserta

perangkat daerah sebagal unsur penyelenggaraPemerintahan
Daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahanoleh PemerintahDaerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonoml dan tugas pernbantuan
dengan prinsip otonornl seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagalmana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
IndonesiaTahun 1945.

4. KepalaDaerahadalahGubemur PapuaBarat.
5. KepalaDinasadalah KepalaDinasPendapatanDaerahProvinsi

PapuaBarat.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang

perpaiakandaerah sesual peraturanperundanq-undanqanyang
benaku.

7. PeraturanDaerah adalah peraturanper.undang-undanga'nyang
dibentuk olen Dewan PerwakifanRakyat Papua Barat dengan
persetujuanbersamaGubemur PapuaBarat,

6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubemur Papua
Barat,

9. Pajak Daerah yang selanjutnyadisebut Pajak adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

"

KETENTUAN UMUM

BAB I

Menetapkan: PERATURAN GUBE!UlUR TENTANG
PBAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROViNSI
PAPUA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG
PAJAK BEA SAUK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR.

M.EMUTUSKAN :



dengan tidak rnendapatksn imbalan secara langsung dan,
digunakan untu'k kepertuan Oaerah bagi sebesar-besamya
kemakmuranrakyat.

10.Kas DaerahadatahKasOaerahProvinsiPapuaBaral
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

merupakankesatuanbalk yang melakukanusanamaupunyang,
tidak rnelakukan usaha yang meliputl perseroan terbatas,
perseroan komandlter, perseroan lainnya, Badan Usaha MiliJ<
Negara (BUMN), atau Badafl Usaha Milik Oaerah (BUMO),'
dengan nama dan dalarn bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organlsasi rnassa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasikolektifdan bentukusahatetap.

12. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah ,pajak atas
penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebaqat akibElt
perjanjiandua pihak atau perbuatansepihakatau keadaanyang,
terjadi karena juaB beli, tukar menukar, hibah, warisan atau
pemasukkedalam badanusaha.

13. KendaraanBermotoradalah semua kendaraanberoda beserta
gandengannyayang digunakan disemua jenis [alar»darat dan
digerakan oleh peralatan teknik berupa motor, atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
energl tertentu menjadi tenaga gerak kendaraanbermotoryang
bersangkutan,termasuk alat-alat berat dan alat-alat cesar yang
dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang
dioperasikandi air. '

14. Kendaraan Bermotor Bukan Umum adalah setiap kendaraan
bermotoryang dimiliki dan/ataudikuasaloleh orang pribadlatau
badanyangdigunakanuntuk kepentingansendlrl.

15. KendaraanBermotor Umum adalah kendaraan bermotor yang
dipergunakan untuk mengangkut orang atau bara'ng dengaA
dipungut bayaran dan memiliki izin, antara lain izin usaha
angkutan,izin operasiatau izin trayek.

16. Kepemllikanadalah hubunganantara orang prlbadi atauBadan
dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum dalarn
bukti kepemilikan atau dokumen yang sah termasuk Buku
PemilikanKendaraanBermotor.

17. Penyerahankendaraan bermotor adalah pengalih~n hak milik
kendaraan baru sebagai aklbat perjanjian dua plhak atau
perbuatan sepihak, atau keadaan yang terj'adl karena[ual beli,

.'



tuksr menukar, hibah termasuk hibah wssiat dan hlbah warisan
atau pemasukan kedalam badan usaha.

18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak daerah.

19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayaran pajak, pemotong paja~ dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ,dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

20. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Kepala Daerah
paling lama 3 ('iga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
pajak yang terutang.

21. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu} tahun
kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku
yang tidak sama dengan tahun kalender.

22. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalatn
Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundanq-undangan perpajakan daerah.

23. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan rnulal dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak ssrta pengawasan penyetorannya.

24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya djsingkat
dangan SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunak$n
untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undanqan perpajakan daerah.

25. Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), adatah bukti pernbayaran
atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
manggunakan formulir atau telah dilakukan dengan' cara lain ke
Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Gubemur.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), adalah surat ketetapan
yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Sayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan
besarnya jumfah pokok pajak, jurnlah ktedit pajak, jumlc;lh

.,'



kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sankst
administrasi, dan jumrah pajak yang masih harus dibayar.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.

29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok 'pajak sama
besamya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

30. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar (SKPDLB) adala"
surat ketetapan pajak yang menentukan jurnlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak 'Jebih besar
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

31. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), adalah sural untuk
rnelakukan tagihan pajak dan/atau sanksl admlntstras! berupa
bunga dan/atau denda.

32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu datam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam
Surat Pemberitahuan Pajak '1ferutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Kurang Sayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pernbetulan, atau
Surat Keputusan Keberatan.

33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan ternadap Surat Pemberitahuan Paja,kTerutanq, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar, Surat }(etetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Psjak.

34. Putusan Banding adalah putiJsan badan peradilan paja~ atas.
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukarl,
oleh Wajib Pajak.

35. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah, adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawal,
Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik unfuk rnencart
serta mengumpulkan bukti yang denaan bul<ti it~ rnembuat



Pasal 6
Peraturan Gubemut ini mulal bertaku pada tangg81diundangkan.

Pasal 5
Semua Peraturan dan Keputusan Gubemur yang berkaitan dengan
pelaksanaan pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan sermctcr
berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 11
Tahun 2006 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dlcabut
dan dinyatakan tidak bertaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ditugaskan kepada Dinas Pendapatan Oaerah Provinsi Papua Barat
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bertaku.

Pasal 3
Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud dalarn Peraturan Daerah Provinsi Papua
Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor ini diatur tersendiri dengan Peraturan
Gubemur Papua Barat.

BAB II
DASARPELAKSANAAN

Pasal 2
Dasar Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Papua
Barat Tahun 2011 Nomor 50).

terang tindak pidana dibidang perpajakan Oaerah yang tf'ijadi
serta menemukan tersangkanya.



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya,

'BERlTA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 173,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 18 Oktober 2011

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 17 Oktober 2011

PJ.GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

A. TANRIBALI LAMO

Agar setiap orang mengetahuinya, memerlntahkan pengundangan
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Papua Barat.


